
BUPATI ACEH BESAR

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 4 TAHUN 2O2I

TENTANG

PEI\TYELE}{GGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAI}

BISMILI,AHIRRAH MANI RRAH I M

AT,AS FL{HMAT ALLAH YANG MAHI\ KUASA

BUPATI ACEH BBSAR,

Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas nlerupakan bagian dari
warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang
setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indoneiia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan
kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia;

b. bahwa dalam kehidupan berma,syarakat, berbangsa dan
bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya
mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;

c. bahrn'a Pemerintah Daeratr wajib melakukan
per.yelenggaraan dan evaluas:i tentang pelaksanaan
penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak
penyand.ang disabilitas berdasarkan ketentuan Pas al 27
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2A16 tencang
Perryandang Disabilitas ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Qanun tentang Penyelenggarila-n Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Dtr) Tahun 1956 tentarrg
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nonror
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tairun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3893); tr.I
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4. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang
Keuangrl Negala (Lembaran Negara Repubtik Indqnesia
Tatrun- 2oo3 

-Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42861;

5. Undang-Und.ang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia t\omor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20A6 Nomor 62, Taml:ahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia- Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara R.epublik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali dirrbah te:rakhir dengan Undatrg-
Undang Nomor 9 Tahun 2OL5 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2,3 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor Ii8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

8. Undemg-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas (t,ernbalan Negara . Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor (i9, Tambahan Lembaran
Itlegara Republik Indonesia Nomor 5871);

9. Peraturan Pemerintah Nomor :\2 Tahun 2Ol9 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagr Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara R'epublik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor ,138, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik
Indonesia Nomor 6368).

Dengan Persetujuan Bersam,a

DEWAN PERWAKII,/.N RAI(YAT KABUP,\TEN ACEH BBSAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELBNGGT\RAAN PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PBNYANDANG DISAE}ILITAS.
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BAE} I

KETENTUAII UN{UM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah
Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat
hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur
dan mengurttg aendlrt urlraan BerneriRtehan dan
kepentingan masyarakat setempat sesUai dengan
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan
pri,esip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten aclalah penyelengga,raan
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan
masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur
penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang
terdiri atas Bupati dan organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabuparen
Aceh Besar yang dipilih melalui sualu proses demokratis
yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat I(abupaten yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupa.ten Aceh Besar yang
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di
wilayah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat
Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Gampong.

8. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas adalah rerlindungi dan terpenuhinya hak-hak
penyandang disabilitas berdasarkan prinsip
penghormataqr atas martabat yang melekat, otoritas
individual termasuk kebebasarr untuk menentukan
pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi,
partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalanr
masyarakat, penghormatarr atas perbedaan dan
penertmaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari
keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan
kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki
dan peremplr.an, serta penghormatan atas kapasitas
yang berkembang dari penyandang disabilitas anak
dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak
untuk melindungi identitas mereka. A tvr
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9. PenS.amdang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisil<, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka uraktu lama yang dalarr
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan Llntttk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdaser.rkan kesamaan hak.

10. Penyandang Disabilitas Anal< adalah penyandang
disabtlitas yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalarn kandungan.

1 1. Rehabilitasi Sosial adaiah proses refungsionalisasi dan
pengembangan r:.ntuk memltngkinkan penyandang
disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran
sosialnya secara. wajar dalam ketridupan masyarakat.

12. Jalrlinan Sosial adalah skema yang melembaga untuk
menjermin penyandang disabilitas dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang; tayak.

13. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk
mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas
agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga
masyarakat atas dasar kesetaraa,n dengan warga lainnya,

14. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan
untuk mencegah dan menanga:ni resiko dari guncangan
dan kerentanan penyandemg disabilitas agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar.

15. Bantuan Sosial adalah upa:ya pemberian barituan
kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatlcan
kesej ahteraan sosialnya.

16. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk
Penyandang Disabilitas gu;la me-,rujudkan Kesamaan
Kesempatan.

17. Pelatihan Keda adalah keseluruhan kegiatan untuk
memberi, memperoleh, meningkatkan serta
mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan
dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan
kualifikasi jabatan atau pekerjaan. '

18. Tenaga Kerja adalah adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
rlall rlatau jasa baik untuk rnem'3nuhi kebutuhan sendiri
maupun untuk masyarakat.

19. Bursa Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan
antara pengusaha atau pemberi kerja dengan
penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka
perekrutan pekerja secara lang,sung dalam waktu yang
singkat.

2O. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. 

".-)y
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21. Pendidikan Inklusif adalah sistem ' p.rry.lenggaraan
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua
peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki
potensi kecerdasan danlatau bakat istimewa untuk
mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu
lingkungan pendidikan secara bersama-sarna dengan
pesenta didik pada urnumnya.

22. Gurt Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang
memiliki kompetensi dalam mernberikan pendampingan
bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran
dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan
pendidikan.

23. kmbaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk
oleh masyarakat meliputi orgimisasi profesi, asosiasi
pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga
media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga
irdat, lembaga agama dan lembaga sosial.

'24:Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik,
rrenual, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologls,
termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman
tindakan tertentu, perarrrpasan kemerdekaan,
penelantaran serta menghalangi kemampuan unt'uk
menikmati sernua hak dan kebetr:asan korban.

25. Akomodasi Yang Layak atlalah modifikasi dan
penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak
memberikan beban tambahan yang tidak proporsional
atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus
tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan
semUa hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan
yang lainnya.

26. Diskriminasi Berdasarkan Disabilitas adalah setiap
pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar
disabilitas yang bermaksud ata'u berdampak membatasi
atau meniadakan pengakuem, penikmatan atau
pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya
terhadap semua hak asasi rnanusia dan kebebasan
fundarnental dalam bidang politik, ekonomi, sosial,
kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua
benhrk diskriminasi, termasuk penolakan ' atas
pemberian akomodasi yang layak.

27. Komisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak penyandemg
Disabilitas yang selanjutnya disebut Komisi penyandang
Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang
bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan
komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas. 

r

rlrt
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BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelengga-raan perlindr:ngal pemenuhan hak

p.tty.ttdai g disabilitas berasaskan :

a. penghormatan terhadap martabat;

b. otonomi individu;

c. tanpa diskriminasi;

d. partisiPasi Penuh;
e. keragaman manusia dan kemanusiaan;

f. kesamaan kesemPatan; ' I

g. kesetaraan;

h. aksesibilitas;
i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

j. inklusif; dan

k.perlakrrankhususdanperlindunE{anlebih.

Pasal 3

Ragam penyandang disabilitas, meliputi:

a. penyandang disabilitas fisik:;

b. penyandang disabilitas inielektual;

c. penyandang d'isabilitas mental; dan latatt
d. penyandang disabilitas sensorik'

Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (i) aapu.idi.t.*i secirra tunggal, ganda, atau

multi dalam jangka waktu lanra yang ditetapkan oleh
*,enagur medis Jesuai dengarr ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB III

HAK PEI\TYANDANG D}ISABILITAS

Bagian Kesalu

Hak

Pasal 4

Penyandang disabilitas ffrempunyai .-. hak dan

ilfi;;A; yang setara yang hams dilindungi dan

dipenuhi sesuai d-engan harkat dan martabatnya'

Penyandang disabilitas memiliki hak:

a. hidup;
b. bebas dari stigma;

c. privasi;
d. keadilan dan perindungan trukum;

e. pendidikan;

(2)

(1)

(21

^{\
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f. pekerjaan, kewirausahaan;

g. kesehatan;
h. politik;
i. keagamaan;
j. keolahragaaru

k. kebudayaan dan Pariwisata;
1. keeejahteran eosial;

m. aksesibilitas;
n. pelayanan publik;
o. perlindungan dari bencana;

p. habilitasi dan rehabilitasi;
q. konsesi;
r. pendataan;
s. hrdup secara mandiri dan dilibatkan dalam

t. ilffiH:i berkomunik*si, dan memperoteh
informasi;

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dari tindakan dirikrimina.si, penelataran, 
,

penyrksaan dan eksPloitasi.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disaOilitas
memiliki hak : '

a. atas kesehatan reproduksi;

b. menerima atau menolak penggunaan alat

. *:*""1x,, p.ri,aunsan ,.b; ;;., perlakuan
diskriminasi berlapis; dan

d. untuk medapatkan pelind'ungan lebih dari tindak
kekerasan, termasuk kekerasan & eksploitasi
seksual.

Pasal 5

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk
perlindungan dan pelnenuhan hak-hak bagr penyandang
disabilitas diselaraskan dengarl program/kegiatan
Organisasi Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan
claerah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

Bagian Keduia

PelaksanaalL

Paragraf I
Umum

Pasal 6

(1) Felaksanaan pemberian hak tragi disabilitas di Daerah
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

ntr
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(21 Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi bidang :

a. pendidikan;
b,. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;

c. kesehatan;

d. kesejahteraan sosial;

, e. politik;
f. hukum;
g. aksesibilitas; , 

'

h. penanggulangan resiko bencana;

i. tempat tinggal; '

j. pendataan;
k. seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; dan

l. bebas dari kekerasan terhadap penyandang
disabilitas.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 7

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan
yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap
satua.n, jalur, jenis dan jenjemg pendidikan ta-npa
diskriminasi.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi
penyandang disabilitas melalui penyediaan:

a. sarana dan prasaralra belajar;

b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki
kualifikasi dalam bahasa isyarat danlatau brailie
serta merrgetahui cara memperlakr:kan peserta
didik dengan disabilitas

c. guru pendamping khusus sesuai d'engan kebutuhan
jumlah peserta didik dengan disabilitas; dan

d. layanan pendidikan dasar. 
,

(2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurud c harus disesuaikan' dengan jumlah peserta didik dan ragarn disabilitas.

Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
melalui sistem pendidikan inklusif.



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(21
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Pasal 10

Pemerintah Daerah tnemfasilitasi terselenggaranya
pendidikan inklusif pada pendidikan 1 

anak usia dini,
sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta
didik penyandang disabilitas.

Pendidikan inklusif diselenggar:akan paling sedikit 1

(satu) unit di setiap kecamatan.

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif
sebagairnana dimaksud pada aya.t (1) diwujudkan dengan
tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 1 1

Perr,erintah Daerah memberikan fasilitasi sesuai dengan
kebutuhan bagr satuan pendidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1 | .

Fasilitasi sebagaimana dimaksurd pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui:
a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
t,. kelompok kerja organisasi prc'fesi:

c. lembaga swadaya masyarakat; dan/ atau
d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri mauplln

luar negeri.

(3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:
a. perencanaan, pelaksanaan, mronitoring, dan evaluasi;

b. penerimaan, identifikasi da.n assesmen, prevensi,
intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi
peserta didik; dan latau

c. modifikasi ktrrikulum, program pendidikan
individual, pembelajaran, penilaian, media, dan
sumber belajar serta sarana dan prasarana yang
aksesibel.

Pasal 12

Penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan
inklusif.

Pasal 13

(1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana
belajar mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang
layak, penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang
tua dari siswa dengan disabilitas dalam Komite Sekolah.

(2) Penyelenggara pendidikan
mempergunakan dana pendidikan
pendidikan siswa dengan disabilitas.

dilarang untuk
inklusif selain untukri

I
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Pasal 14

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 
-Po-kok

dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan
inforrnaJi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan
in'klusif bagr penyandang disabilitas, keluarganya, dan
masyarakat.

,Xffit 
u".o".san 

Kerja 
'

Pasal 15

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di
sektor negara, swasta danlatau masyarakat tanpa
diskriminasi atas dasar kedisabilitasan.

(2\ Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan
yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau
melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 16

Organisa-si Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan berkewajiban
rnenyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai
potensi sumber daya manusia penyandang disabilitas
dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.

Informasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat mengenai:

a. jumlah penyandang disabilita,s usia keda;

b. ragam disabilitas; dan

c. kompetensinya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus
selalu diperbahami, dan dapat diakses dengan mudah
oleh penyandang disabilitas denrgan cara yang aksesibel,
termasuk melalui situs resmi.

Pasal 17

(U Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi dibidang ketenagakerjaan
berkeu.ajiban menyelenggarakan bursa kerja yang
aksesibel.

(21 Infornrasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja
disebarhraskan kepada penyanrdang disabilitas melalui
medi.a cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses
oleh penyandang disabilitas.

Pasal 18

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi di bidang ketenagakedaan berkewajiban:

(21

(3)
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a. mengoord.ina.sikan perencanilan' pengembangan,
perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang
disabilitas;

Ia. mengoordinasikan proses rekruitmen tenaga
penyandang disabilitas; dan

b. rnemfasilitasi terwujudnya usaha mandiri
penyarrdang disabilitas .

Pasa1 19

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok
da"n fungsi dibidang ketenaglakerjaan berkewajiban
memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan
penyatlaran hak atas pekerjaan bagr penyandang disabilitas
kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah, Radan Usaha Ivlilik Daerah, dan
perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan
fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan
tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 2 1

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan
kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk
membekali dan menirrgkatkan kompetensinya sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan individq.

Jenis pelatihan kerja yang ,.limaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

(3) Pelatihan kerja yang
diselenggarakan oleh:
a. pemu'rintah daerah;

dimaksud pada ayat (1)

b. penyelenggara rehabilitasi sosial;

c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang
pelatihan kerja; dan

d. perusahaan pengguna tenag;a keda dengan disabilitas.

ke{a

bagt

(1)

(21

Pasal

Penyandang disabilitas dapat
sebagaimana dimaksud dalam
derrgan peserta nondisabilitas
dan ca-ra yang aksesibel.

22

mengilruti pelatihan keda
Pasal 2l ayat (1) bersama
dalam lingkungan pelatihan

Pasal 23

Penyelenggara pela'cihan kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2L ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah
lembaga yang telah terdaftar padar Pemerintah Daerah.

-.rt
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Pasa1 24

(1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud
clala:n Pasat 2l ayat (3) berkewajiban memberikan
sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.

t2l Sertifikat kelulusan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1)

haru.s memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai
oleh penyandang disabilitas.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan
pendampingan pasca peiatihan kerja terhadap
pelaksana.an dan hasil pelatihan kerja.

(21 Dalam melakukan monitoring, t'emerintah Daerah dapat
berkerja sama dengan Komir;i Disabilitas danlatau
Organisasi Disabilitas.

Pasal 26

Badan Usaha Milik Daerah/perursahaan swasta di daerah
dapat memberi kesempettan kepada penyandang
disabilitas dalam proses rekruitmen penerimaan,
pu-la(ihan kerja, penempatan kr:rja, keberlanjutan kerja
dan pengembangan karir )'ang adil dan tanpa
diskriminasi.

Pasal 27

(U Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta
wajib menyed.iakan akomodasi yang iayak Can fasilitas
yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang
Disabilitas.

(21 Badan Usaha Milik Daerah darrlatau perusahaan swasta
wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak
terpenuhi hak Penyandang Disabilitas. ,

(3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan
Akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses
oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

(4) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta ,

yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan
fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja
Penyandarrg Disabilitas dikenai sanksi administratif
berupa:

a. teguran tertulis;
b. penghentian kegiatan operasional;
c. pembekuanwin usaha; dan
d. pencabutan win usaha.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau
perusahaall swasta yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan disabilitas berkewajiban: _anl

D
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a. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak,
serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;

b. memberikan perlakuan yang setara kepada tenaga
kerja dengan disabilitas, termasuk dalam hal
pemberian upah bagr tenaga kerja dengan disabilitas
sesuai dengan persyaratan pengupahp.n; dan

c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat
pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga
kerja dengan disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah danlatau
perusahaan swasta berkonsultasi dengan Komisi
Disabilitas Kabupaten dan /atau organisasi disabilitas
dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak,
serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 29

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok
dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewqf iban
melakukan mediasi apabila tcrjadi pemutusan hubungan
ke{a secara sepihak atas dasar kedi,sabilitasan.

Pasal 3O

(1) Pemerintah Daerah memberika.n penghargaarl kepada
penrsahaanlpemberi kerja yang mempekerjakan
penyandang disabilitas.

(21 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa keringanan pajak.

Pasal 31

organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokol:
dan fungsi di bidang ketenagaker{rran, perusahaan daerah,
dan perusahaan swasta di Daerah berkewajiban
rnemberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam
pemberian upah bagr tenaga kerjet penyandang disabilitas
sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik, Daerah dan
perusahaan swasta wajib, memb,erikan dokunren kontrak
kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada
sedap tenaga kerja penyandang disabilitas.

(2\ Dalam hal Badan usaha Milik Daerah dan perusahaan
swasta tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (U dikena]<an sanksi adminiStratif
berupa:
a. teguran tertulis; danlatau
b. denda administrasi.

n,V



-L4-

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah melakukan perluas.an- kesempatan
kerja bagi tenaga kerja penya:ndang disabilitas dalam
bentuk usaha mandiri yang procluktif dan berkelanjutar-I.

(2) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
potok dan fungsi dibidang ketrens.gakerjaan, pertaniarr,
perkebunan, perikanan, perindtrstrian perdagangan dan
koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Cengan:

a. Llpaya pengqatan dan pengenrbangan usaha ekonomi
penyandang disabilitas melalui kerjasama ' dan
kemitraan dengan pelaku usaha; danlatau

b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam
pameran produk

Pasal 34

Pemerintah l)aerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri
penyandang disabilitas untuk mernpdroleh hak dan
kesempatan yang setara dalarrr mendapatkan akses
permodalan pada lembaga keuangan perbankan dartlatau
lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah
Daerah maupun swasta.

Paragraf 4

Kesehatan
Pasal 35

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan
layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 36

Penyandang disabilitas tidak drapat diartikan sebagai
individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 37

Pemerintah f)aerah berkewajiban memberikan upaya
pelayanan kesehatan yang berkualit.as sesuai dengan kondisi
dan kebutuhan penyandang disabili[as yang memerlukan.

Pasal 38

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
didasarkan pada prinsip kr:mudahan, keamanan,
kenyamanan, dan berkualitas.

Pasal 39

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
Pasal 38 meliputi :

*

dalamr\
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a. promotif;
b. preventif;
c. kuratif; dan '

d. rehabilitatif.

Pasal 40

Upaya Pelayanan Kesehatan dzrlam bentuk kegiatan
promotif sebagaimana dimaksud tlalam Pasal 39 huruf a
meliputi:
a. penyetrarluasan informasi tentang disabilitas;

b. penyebarluasan informasi tentanll pencegahanpenyakit;

c. penyuluhan tentang deteksi dini <lisabilitas; dan
d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan
preventif sebagaimana dimaksud <lalam Pasal 39 huruf b
nreliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah
kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas
dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan
rnenyerta.kan peran serta masyarakat.

Pasal 42

(1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan
kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c
dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan
pengobatan.

(21 Pelayanan kesehatan dan pengobaitan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi
medis penyandang disabilitas.

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang
berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan
masyarakat.

Pasal 43

(1) rJpaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 39 huruf d
dilaksana.kan melalui home car€ di pusat kesehatan
masyarakat sesuai dengan indikasi medis.

(21 Untuk pelayanan khusus dapal. dilayani di rumah sakit
umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan
indikasi medis.

(3) Rurnah Sakit Umum Daerah dan rumah sakit swasta
sebagaimana dimaksud pada a:Fat (2\ harus melakukan
perjanjian kerjasarna dengan badan penjamin.

ra{I
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Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan
rehabrlitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasat 39 huruf d
didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan
masyaraka-t.

Pasal 45

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan
tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pclayanan
kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang
disabilitas.

, Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan
penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin
ketersediaan fasilita s pelayanan kes ehatan.

Pasal 47

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46, meliputi :

a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pela5,211*,
kesehatan dasar yang diberikein oleh pusat kesehatan
masyarakat klinik pratama dan dokter praktik perorangan;

b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa
pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh
rumah sakit umum daerah kelasr C dan kelas D; dan

c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan
kesehatan sub spesialistik yang diberikan oleh rumah
sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 48

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan
reproduksi dari Organisasi Perangkat Daerah danlatau
lerr,"baga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
kesehatan.

Pasa1 49

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yatg berkualitas.

Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin
mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai
ketentuan jaminan kesehatarl yang berlaku.
Penyandang Disabilitas mi.skin dan rentan miskin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ dijamin dengan
jaminan kesehatan khusus sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. rqtu

(1)

(21

(3)
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Pasal 50
. t. t 

I

Jaminan Kesehatan Khusus seba.gaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang
disabilitas.

Kebutuhan khusus sebagain:rana dimaksud pada ayat
(1) hanrs disesuaikan dengan indikasi medis'

Pasal 51 '

Ketentuan lebih lanjut mengetlai Jaminan Kesehatan
Khusus sebagaimana dimaksud clalam Pasal 50 ayat (1)

diatur dengan Peraturan BuPati.

Paragraf 5

Kesej ahteraan liosiall

Pasal 52

(1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak d,anfatau
kesempatan untuk mendapatkan :

a. Rehabilitasi sosial;

b. Jaminan sosial;

c. Pemberdayaan sosial; dan
d. Perlindungan sosial.

(2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,
dan Perlindungan sosial dilaksanakan dan difasilitasi oletr
Perangkat Daerah yang rfrerrrprunyai tugas pokok dan
fungsi di bidang kesejahteraan sosiial.

Pasal 53

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (1i huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga
dan nrasyarakat melalui :

a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat
tentang disabilitas;

b. konsultasi dan fasilitasi nrengenai pengembangan
kemampuan sosialitas penyandang disabilitas; dan

c. pemberian alat barrtu adaptif untuk menunjang
mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang
disabilitas.

Pasal 54

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

(2\ Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung
berkelanjrttan

(-}[
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Pasal 55

(1) Pemberdayaan sosial sebagairnana dimaksud dalanr
Pasal 52 ayat (1) fruruf c diarahkan untuk
mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas
agar rnampu melakr:kan peran sosialnya sebagai warga
masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.

(21 Peinberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan
perlyandang disabilitas, pelnberdayaan komunitas
masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang
disabilitas.

(3) Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya
di bid.ang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan
menyelenggarakan pemberdayaar sosial. '

Pasal 56

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

a. pemberian motivasi;

b. pelatihan keterampilan; ' l

c. pendampingan; dan

d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat
usaha. '

Pasal 57

(1) Perlindungan sosial sebagairrr&nio. dimaksud dalam Pasal
52 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan
mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan
penyarldang disabilitas agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

(21 Perlindungarr sosial dilaksanakan melalui :

a. bantuan sosial; dan

b. bantuan hukum
(3) Perlindungan sosial dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

pemerintah Daerah *.r"liti:Lisasi perangkat Daerah
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial
menjadi penyelenggara dar:" fasilitator pelaksanaan
penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial dan per{indungan sosial bagi
pe nyandang disabilitas . n;
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Paragraf 6

Politik

Pasal 59

(1) Penyandang disabilitas mempurryai hak dan kesempatan
yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang
pemerintaha4, pernbangunan danlatau kemasyarakatan
secara lisan, tertulis, daurrlatau rnelalui bahasa isvarat.

(21 Dalam kehidupan politik penyarrclang disabilitas menfLiki
kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan
mernilih.

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik
secara berkala, terencarn&, terarah dan
berkesinambungan bagi penyandang disabilitas
termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan kepala
daerah yang aksesibel dan penyediaan alat banfir
sosialisasi yang aksesibel.

(21 Pemerintah daerah memfasilitasi sosialisasi serta
pemberian informasi, teknis danlatau asistensi tenta:rg
penyelenggaraan pemilihan rlmum yang aksesibel.

Pasal 61

(1) Penyandang disabilitas berhak mendirikan daurtlatau
ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi
berdasarkan disabilitas.

(21 Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan
pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya
manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 62

Pemerintah Daerah berkewajiban memfadmtasi penyandang
disabilitas untuk:
a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program

pembangunan pada tingkat gampon[, tingkat kecamatan,
dan tingkat daerah; dan

b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang
pemerintahan, pembangunan dein kemasyarakatan.

Pasal 63

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik
secara berkala, terenciana, terarah dan
berkesinambungan bagi penya.ndang disabilitas.

(21 Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas
untuk mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi
yang beralasan, dartlata.u asistensi dalam
penyelenggaraan pemilihan uilrum yang sesuai dengan
ragam disabilitas clan kebutuharnnya.

f"r fl
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Pasal 64

Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak
pilihnya dengan cara yang aksesibel.

Pasal 65

(1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan,
dan/atau asistensi yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(2), antara lain berupa:
a. penyediaan alat sosialisasi p,emilu yang aksesibel dan

sesuai dengan disabilitas;
b. penyecliaan interpreter bahas,a isyarat;
c. Penyediaan template (alat bantu coblos untuk

tunanetra) ;

d. tempat pemungutan suara yemg aksesibel; dan

, e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi
penyarrdang disabilitas yang terkendala mobilitas.

(21 Pemerintah Daerah berkr:wajiban memberikan
pelatihan kepada penyelengeiara pemilihan umum, '

pemilihan Bupati, dan pemilihan Keuchik tentang tata
cara pemberian layanan penyandang disabilitas dalam
menggunakan hak pilihnya.

(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan
Komisi Independen Pemilihan.

Paragraf 7

Hukum

Pasal 66

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang
setara di hadapan hukum

Pasal 67

(1) Pemerintah Daerah memlasilitasi pelayanan bagi
penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan
hukum.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan pendamping ' yang
mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas
yang terlibat perrnasalahan hukum/mengerti bahasa
isyarat untuk penyandang disabilitas dengan gangguan
pendengaran danlatau gangguan bicara yang
berhadapan dengan hukum

Paragraf 8

Aksesibilitas 1 
,

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah dan masyArakat berkewajiban
memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum
bagr penyandang disabilitas. n*
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(2) Upaya perwujudan aksesibiiitzrs penggunaan fasilitas
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menlenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselarnatan,
ker.yamanan, kesehatan, dan tr<emandirian dalam hal
menuju, mencapai, memasuki dan nremanfaatkan fasilitas
umum.

Pasal 69

Al<sesibilitas sebagaimana dimaksuct dalam Pasat 68 ayat (1) ,

meliputi:
a. Aksesibilitas fisik; dan
b. Aksesibilitas nonfisik. i

Pasal 70

Aksesibilitas fisik sebagaimana dirnaks'ucl dalam Pasal 69
huruf a meliputi aksesibilitas pada :

' , a. Bangunan umurn;
b. Fasilitas umum;
c. Sarana lalu lintas; dan
d. Angkutan umum.

Pasal 7 1

lrksesibilitas non fisik sebagaimana r:lirraksud dalam Pasal 69
huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

a. Inforrnasi; dan

b. Khusus.

Pasal 72

Bangunan umum sebagaimana dirnaksucl dalam Pasal 7A
huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk
kepentingan umum beserta sararla di dalam ma-upun di luar
bangunan.

Pasal 73

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a
huruf b merupakan fasilitas ).ang digunakan untuk
kepentingan umum.

Pasal 74

Sarana laiu lintas sebagalmatla rlitnaksuC dalam Pasal 70
huruf c firerupakan jalan umum yang dilengkapi dengan
sarana berupa:
a. Rambu lalu lintas;
b. Marka jalan;
c. Trotoar;
d. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
e. Alat penerangan jalan;



-22-

f. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;

g. Alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan

h. F'asilita.s bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan
penyandang disabilitas -

Pasal 75

(U Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalarrr
pasal 70 humf d mempakan pelayanan jasa bempa:

a. Tpansportasi darat;
b. Transportasi kereta api;

c. Transportasi laut; dan

d. Transportasi udara.

(21 Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada avat (1)

disesuaikan dengan kondisi darr kemampuan keuangan
daerah. '

Pasal 76

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l
huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai
dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam
hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada
bangunan umum, Sarana lalu lintas, Sarana komunikasi,
dan angkutan umum.

Pasal 77

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 L

huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus
kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi
dan kebutuha,.nnya dalam harl pelayanan publik,
menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum,
sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

Paragraf 9

Penanggulangan Risiko Bencana

Pasal 78

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan
kewajiban ikut serta dalam sietiap tahapan proses
penanggulangan bencana yang meliputi "

a. Prabencana;

b. Tanggap darurat; dan

c. Pascabencana.

Pasal 79

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan
aksesibilius prioritas pelayanan ian fasilitas pelayanan
dalam setiap tahapan proses pcnanggulangan bencana
sesuai dengan kebutuhannya 

a
J
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Pasal B0

(1) Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan
bencana mengadakan pelatihan dan simulasi
penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi
damrat kepada masyarakat.

(2) Pelatihan dan simulasi penlTelamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap
peny andan g disabilitas.

Pasal 81

Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana
menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar
operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatanr pada
situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus
bagr penyandang disabilitas.

Ketentuan lebih lanjut megeneri kebijakan operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 82

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya
perlirrdungarl terhadap penyanclang disabilitas yang
dilakukan dengan memberikan prioritas berupa
penyelamatan, evakuasi, pengamana.n, pelayanan kesehatan,
psiko-sosial dan pemenuhan kebutu.han dasar.

Pasal 83

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang
dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan
bencana dengan pola pendarnpingan dan fasilitasi.

I

Pasal 84

organisasi Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di
bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas
dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian
dan lokasi hunian sementara.

Pasal 85

organisasi Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di
bidang penanggulangan bencana trerkew4iiban melakukan
rehabilitasi dan rekonstruksi kepad.a penyandang disabilitas
yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan
peratrrran perunda.ng-undangan .

(21

^il
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Paragraf 10

Tempat Tinggal I

Pasal 86

(U Setiap penyandang disabilitas berhak memiliki tempat
tinggal yang layak dan aksesibel.

(21 Pemerintah Daerah memfasilitasi akses kepada
penyandang disabilitas dalam meinperoleh tempat tinggal
)'ang layak.

Paragraf I 1

Pendataan

Pasal 87

(1) Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi di bidang penCataan wajib rlntuk
menghimpun informasi yang tr:pat, termasuk statistil<
dan data yang memungkinkan premerintah daerah untuk
merurnuskan dan melaksanakan kebdakan bagi
penyand.ang disabiiitas.

(21 Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menghimpun
data penyandang disabilitas yang berkaitan dengan tugas ,

pokok dan fungsinya.

(3) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayztt (1) dan ayat (2) harus:
a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas

privasi penyandang disabilitas; dan
c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan

penggunaan data statistik.
(4) Informasi yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus :

a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah; dan

b. dapat mengidentifikasikan serta mengatasi hambatan
yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mereka
secara terperinci dan terpisah sesuai dengan
kebutuhan untuk mendapatkan hak-hak.

(5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan
dan penyebarluasan data statistik dari kegiatan
pengumpulan data Penyandang Disabilitas.

Paragrat 12

Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 88

Penyandang Disabilitas mempunyai hakl du.r, kesempatan ,

yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni,
budaya, pariwisata, dan olahraga yang akspsibel. rtx

a
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Pasal 89

Organisasi Perangkat Daerah yang rinempunyai tugas pokol<
dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga
mengoord.inasikan dan memfasilitasi pengembangan seni,
budaya dan olahraga bagi penyandarrg disabilitas.

Pasal 90 '

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi
penyandang disabilitas yang berprestasi.

(2\ Penghargaan kepada penyanCang disabilitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan
sejenis yang diberikan.

l

Paragraf 13

Bebas Kekerasan terhadap Fenyandang Disabilitas

Pasal 9 1 ,

Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas
terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan
eksploitasi.

Pernerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan
masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya
kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap
penyandang disabihtas.

Pasal 92

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalzim Pasal 91 ayat (2)
meliputi:
a" membuat dan menyusun pr:ogram dan anggaran

pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan
eksploitasi terhadap penyandang rJisabilitas di internal dan
lingkungan pemerintah, korporasi dan lembaga
masyarakat;

b. mensosialisasikan dan mrslaksanakan prograrn
pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan
eksploitasi terhadap penyandang disabilitas kepada
masyarakat; dan

c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana
penyandang disabilitas beraktifitas danlatau bertempat
tinggal.

Pasal 93

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan
dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi
korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

(21 Pemenntah Daerah berkewajiban memberikan
rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi
korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan
eksploitasi. ,nr #
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Pasal 94

Rehabilitasi sebagaimatla dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2)
merupakan upaya untuk pemulih,'an kondisi korban dan
mempertraiki perilaku pelaku melirlui penyediaan jasa
pendiCikan, kerohanian, hukurn, merdis, psikologis, psikiatris
dan, I atau psiko-sosial.

Pasal 95

Setelah dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 93 ayat (2)', Pemerintah Daerah bersama dengan
masyarakat berkewajiban memberikan dukungan proses
reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat
diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. '

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Pasal 96

Eantuan Sosial diarahkan untuk membantu penyan,dang
disabilitas guna meningkatkarr taraf kesejahteraan dan
kem.andirian.

Pasal 97

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana
dimaksud dalarr Pasal 96 dapat berupa bar.tuan :

a. Materil; dan 
I

b. Fasilitas pelayanan;

Pasal 98

(1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah
dan/atau lernbaga-lembaga masl)/arakat secara terpadu.

(21 Bantuan sosial sebagaimana climaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi di bidang sosial.

(3) Bantuan sosial sebagaimana climaksud pada ayat (U
dilaksanakan berdasarkan aratr dan tujuan pemberian
barrtuan scsial sesuai denga.n ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V

PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS

Pasal 99

(U Pemerintah Daerah wqiib menjamin penuh dan setara
bagi perempuan dengan disab,ililitas atas semua hak
asasi manusia dan kebebasan fundamental.

(2) Pemerintah Daerah menjamin perempuan
disabilitas terbebas dari ketidakadilan.

dengan

np
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(3) Pemerintah Daerah wajib mr:njamin pengembangan,
pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh,
dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada
mereka atas pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi
manusia dan kebebasan fundamental.

Pasal 100

(U Pemerlntah Daerah menjamin pemenuhan semua hak
asasi manusia dan kebebasan dasar oleh anak dengan
disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.

(2) Dalam semua tindakan yang rnenyangkut penyandang
disabilitas anak, kepentingan t.erbaik bagi anak harus
menj adi pertimbangan utama.

(3) Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa anak
dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan
pandangan mereka secara beba.s pada semua hal yang
mempengaruhi merekil, pandangan mereka
dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan
mereka, atas dasar kesetaraan clengan anak lainnya, dan
disediakan banhran disabilitas dan sesuai dengan usia
nrerqka untuk merealisasikan hal< tersebut.

BAB VI

PENGARUSUTAMAAN PEI\TYANDANG DISABILITAS

Pasal 101

Pemgrintah Daerah mengarusutamakan penyarlclang
disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Pemerintah Daerah melaksaniakan koordinasi dalam
rangka penghormatan penyelt)nggaraan perlindungan
dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan hak
penyandang disabilitas kepada:

a. seluruh Pejabat Daerah cian Aparatur Sipil Negara;
b. Penyelenggara pelayanan publik;
c. Pemerintah Gampong;

d. Pelaku usaha;
e. Penyandang disabilitas; dan
f. Keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas

dan masyarakat.

Pasal IO2
Pemerintah Daerah waiib menyuslln Rencana Aksi Daerah
tentang perlindungan dan pemernrhan hak penyandang
disabilitas.

(1)

(2t

(s)

np
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a. pemberian saran dan pertimbangan kepada
Pemerintah Daerah;

b. pengadaan sarana dan prafiarana bagr penyandafrg
disabilitas;

c. membantu untuk meningkatllan kesejahteraan sosial;

d. pemberian bantuan sosial kepada penyandang
disabilitas;

e. pemberdayaan penyandang disabilitas;

f. pernberian kesempatan dan perlakuan yang sarna
kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek
kehidupan dan penghidupan sesuai dengan
kemampuan;

g. pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam ,

kegiatan masyarakat dan Pemerintah Gampong;

h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya
peningkatan pemenuhan hak penyapdang disabilitas;

i. pendataan penyandang disabilitas di masing-masing
gampong; dan

j. Pemerintah Gampong dapat rnembentuk lembaga
khusus untuk penguatan hak penyandang disabilitas.

BAB IX

KOMISI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DIS^A..BI LITAS

Pasal 106

(1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan
periindungan dan pemenulran hak penyandang
disabilitas di Daerah dilaksitnakan melalui Komisi
Penyandang Disabilitas.

(21 Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk dengan Kr:putusan Bupati.

(3) Susunan keanggotaan Komisi Penyandang Disabilitas
sebagaimana,dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri
dari Ltnsur:
a. Pemerintah Daerah;
b. Penegak hukum;
c. Unsur organisasi penyandan,q rJisabilitas;

d. Lembaga swadaya masyaraklt;
e. Dunia usaha; dan
f. Unsur masya-rakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyandang
Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

(*
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Pasal 7O7

Komisi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksuci
dalam Pasal 106 ayat (1) rrrempunvai fungsi :

a. mediasi komunikasi dan inlbrmasi dari penyandang
disabilitas kepada Pemt:rintah Daerah atau
sebaliknya;

b. menerima pengaduan f)enyandang disabilitas
yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan

c. menindaklanjuti aduan riari penyandang disabilitas.

Komisi Penyandang Disabilitas m.empunyai tugas :

a. nrendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang
disabilitas, keluarga dan rnasyarakat secara umuln
dalam pemberdayaan dan pt:ningkatan kesejahteraan
penyandang disabilitas ;

b. menerima, menarnpung, dan menganalisa pengaduan
serta mengoordinasikan pe'mbelaan secara litigasi
dan I atau non-litigasi;

c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada
pihak-pihak terkait; dan

d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihah
dalam upaya mengembangkaa program-progiarn- yang
berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penyandang
Disabilitas berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan
dan Pernenuhan Hak Penyandang tDisabilitas Daerah
Aceh.

Komisi Penyandang Disabilitas melaporkan hasil
pelaksanaan kegiatan kepada Bupati

BAB X

PENGHARGA.\N

Pasal 109

(U Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan
kepada Orang Perseorangan, Badan Usaha, tsadan
Hukum, Lembaga Negara, Organisasi Perangkat Daerah,
dan pihak-pihak yang berjasa dalam melakukan upaya
perlindungan danlatau rnendulrung pemenuhan hak
penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundan g-undan gan .

l2l Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan
kepada penyedia fasilitas pub].ik yang memenuhi hak
perlyan dang disabilitas.

(3) Dalam pemb,erian penghargaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) terlebrh dahulu telah dievaluasi
oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Fer,r. 

r]

(2t

(1)

(2)
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(4) Tim sebagaimana dimaksud parla ayat (3) dapat terdiri
dari unsur penyandang disabilitas, unsur masyarakat,
dan Organisasi Perangkat Daerah terkait-

Pasal 1 10

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat
(1) dapat diberikan dalam bentuk:
a. kemUCahan dalam mcmperqleh perizinan ba'nr di

bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;

b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasaranil
penunjang kegiatan usaha;

C. penghargaan lain yang dapat menimbulkan
manfaat ekonomi dan keuangan; dan

d. piagam dan sertifikat, lencana, medali, piala, danf atau
tropi.

BAB XI

KETBNTUAN PEI\{UTUP

Pasal 1 1 1

Qairun ini mulai bertaku pada tangg;al diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 1 Januari 2021 M

I"r'i;,';H':ilil',o;'
\

MAWARDI ALI I

Diundangkan di Kota,Jantho
pada tanggal_l 1 _Januari 2021 M

27 Jumadil Awal 1442 H

\ Plt. SEKRETARIS DAERAH /aw
T'GBUPATEN ACEH BBSAR,f

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021 NOMOR 4

NORBG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVII{SI ACBH : (a 19 /2O2Ll

ABDULLAH
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PBNJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATE}.I ACEH BESAR

NOMOR 4 TAHUN 2O2L

TENTANG

PEI\TYELENGGAR/!{N PERLINDUNGAN DAN PEMBNUHAN HAK

PEI{YANDANG DISAEIILITAS 
, 

I

I. UMUM

Bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara
yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang
sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republ.ik
Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara
dalam hak asasi manusia, B

Bahvra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
penyandang disabilitas belur:r sepenuhnya mendapatkan hak dan kesernpatan
yang setara.

Bahvra Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan dan
evaluasi tentang pelakbanaan penghormatan perlirrdungan dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-
Uadang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

U. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Culrup jelas '

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup ielas

Pasal 8
Cul.nrp jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 1O

Cukr"rp jelirs
Pasal 1 1

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas

-.&
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Pasal 14
CukuP jelas

Pasal 15
CukuP jelas

Pasal 16
Cuktr.p jelas

Pasal L7
CukuP jelas

Pasal 18
eukuP jelas

Pasal 19
CulmP jelas

Pasal 20
CukuP jelas

Pasal 21
CukuP jelas

Pasal 22
CukuP jelas

Pasal 23
CukuP jelas

Pasal 24
CukuP jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
CukuP jelas

Pasal 27
CukuP jelas

Pasal 28'
CukuP jelas

Pasal 29
CukuP.felas

Pasal 3O
CukuP jelas

Pasal 3 t
CukuP;elas

Pasal 32
CukuP jelas

Pasal 33
CukuP jelas

Pasal 34
CukuP jelas

Pasal 35
CukuP jelas

Pasal 36
CukuP jelas

Pasal 37
CukttP jelas

Pasa1 38
CukuP jelas

Pasal 39
CukuP jelas

Pasal 4O
CukuP jelas

i

.t,
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PasaL 4l
Cukup jelas

Pasal 42
Cuh-"p jelas

Pasal 43
Cukup jelas

, ' Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 4-8

Cukup jerlas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 5O

Cukup jelas
Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Cukup jelas
Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukrrp jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup.ielas
Pasal 68

Cukup jelas

'i
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I

TAMBAHAN LEMBARAN K,ABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 77 I

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 10O
Cukup jelas

Pasal tO1
Cukup jelas

Pasal lO2
Cukup jelas

Pasa.l 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Culnrp jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Fasal LA7
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Fasal 109
Cukup jelas

Pasal 1 10
Cukup jelas

Paqal 1 1 1

Cukup jelas

-.1,


